
BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Permasalahan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu lembaga negara 

yang memiliki kewenangan meliputi tiga fungsi, yaitu fungsi anggaran, fungsi 

pengawasan dan fungsi legislasi. Keberadaan DPR semakin kuat 

kewenangannya pasca diamandemenkannya Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indoenesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dalam amandemen 

tersebut, DPR memiliki kewenangan untuk membuat UU. Ini termaktub dalam 

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 20 ayat 1 yang menegaskan bahwa Dewan 

Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 

Kemudian pada ayat 2 disebutkan, setiap rancangan undang-undang dibahas 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan 

bersama. Ini juga menjadi bagian dari fungsi legislasi DPR. Terkait dengan 

fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang di antaranya: 1 

1. Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

2. Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU).

3. Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah,

hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan

penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, serta

perimbangan keuangan pusat dan daerah).

4. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD.

5. Menetapkan UU bersama dengan Presiden.

6. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU

(yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU.

1 DPR RI, 'Pembuatan UU' Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2023, 

https://www.dpr.go.id/tentang/pembuatan-uu. 
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